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ABSTRACT

In contemporary reality, particularly in society, every command (amr) in
the Qur’an tends to be understood as an obligation that must be fulfilled
unconditionally. However, in Qur’anic exegesis (tafsir) and Islamic
jurisprudence (usul al-figh), imperative expressions do not always
indicate obligation. Depending on the context of the verse and their
usage, they may also convey recommendation, permissibility, warning,
or other functions. This diversity of meanings highlights the importance
of examining the dynamics of imperative expressions in the Qur’an. The
differing approaches between classical exegesis, which tends to adhere
closely to the textual meaning, and contemporary exegesis, which places
greater emphasis on situational and contextual factors, constitute an
important subject for comparative study. This study employs a
qualitative method through library research, using descriptive analysis
of Qur’anic verses containing imperative expressions and examining
shifts in their interpretation by classical and contemporary exegetes. The
findings indicate that the meaning of imperative expressions is not fixed
but varies according to context (siyaq), contextual indicators (qarinah),
and the exegetes’ social backgrounds. For example, in QS. al-Nisa’ (4:3),
the imperative fankihti is understood not merely as establishing the
permissibility of polygamy but also as a response to specific social
circumstances subject to certain limitations. The implications of this
study highlight the importance of integrating linguistic analysis,
rhetorical beauty (balaghah), and social context in interpreting the
Qur’an. This integrated approach can produce interpretations that are
more responsive to contemporary developments without disregarding
the fundamental meanings of the text.
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A. PENDAHULUAN

Bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai sarana
komunikasi, tetapi juga menjadi media penyampaian wahyu yang mengandung pesan, nilai,
serta tujuan tertentu. Oleh sebab itu, ungkapan-ungkapan kebahasaan di dalamnya tidak dapat
dipahami secara tekstual semata. Salah satu bentuk bahasa yang banyak dijumpai dalam Al-
Qur’an adalah kalimat imperatif (amr), yang pada umumnya dipahami sebagai bentuk perintah
(Al-Jurjani, 1988). Meskipun demikian, pemaknaan kalimat imperatif dalam Al-Qur’an tidak
selalu menunjukkan tuntutan wajib secara mutlak. Dalam sejumlah ayat, bentuk amr justru
digunakan untuk menunjukkan makna lain, seperti anjuran, kebolehan, doa, hingga ancaman.
Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Al-Qur’an memiliki keluasan makna yang tidak
dapat dipahami hanya dari bentuk gramatikalnya, tetapi juga harus mempertimbangkan
konteks dan tujuan penggunaannya.

Jumlah ayat yang mengandung unsur amr dalam Al-Qur’an juga cukup banyak, mulai
dari persoalan ibadah, muamalah, hingga nilai-nilai sosial dan moral. Keberagaman konteks
tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kalimat imperatif dalam Al-Qur’an tidak dapat
dipahami secara terpisah dari situasi dan tujuan penyampaiannya. Oleh karena itu,
pemahaman terhadap amr tidak cukup hanya didasarkan pada bentuk bahasanya, tetapi juga
perlu mempertimbangkan konteks ayat serta makna yang ingin disampaikan (Setyawan, 2021).
Pembahasan mengenai amr sendiri telah lama menjadi perhatian para ulama dalam tradisi
keilmuan Islam klasik, khususnya dalam kajian ushiil figh dan balaghah. Sebagian ulama ushul
berpendapat bahwa makna dasar dari kalimat imperatif adalah menunjukkan kewajiban untuk
dilaksanakan. Pandangan ini lebih menekankan fungsi normatif dari bentuk perintah, sehingga
setiap amr pada dasarnya dipahami sebagai tuntutan yang mengikat (Haikal & Jannah, 2021)

Di sisi lain, perkembangan kajian Al-Qur’an terus mengalami dinamika seiring dengan
perubahan kondisi sosial, budaya, dan peradaban manusia. Hal ini terlihat dari lahirnya
berbagai corak, metode, dan pendekatan tafsir, mulai dari era klasik hingga kontemporer, yang
masing-masing berupaya memahami pesan-pesan Al-Qur’an sesuai dengan kebutuhan
zamannya. Dalam konteks kajian kalimat imperatif (amr), perkembangan tersebut juga
memengaruhi cara para mufasir memahami makna perintah dalam Al-Qur’an. Jika mufasir
klasik cenderung menekankan aspek kebahasaan dan hukum, maka mufasir kontemporer lebih
banyak mempertimbangkan konteks sosial, historis, dan tujuan komunikatif ayat. Dengan
demikian, kajian terhadap amr tidak hanya membantu memahami struktur bahasa Al-Qur’an,
tetapi juga menunjukkan bagaimana penafsiran terus berkembang untuk menghasilkan
pemahaman yang lebih relevan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi manusia.

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan perhatian terhadap kajian imperatif
dalam Al-Qur’an, tetapi masing-masing masih memiliki ruang yang dapat dikembangkan.
Setyawan, misalnya, mengkaji usltub al-amr melalui pendekatan balaghah dengan memetakan
bentuk-bentuk imperatif dan ragam maknanya, seperti ibahah, takhyir, tahdid, ta’jiz, du’a’, dan
ikram. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penentuan makna imperatif sangat dipengaruhi
oleh siyag dan qarinah, tetapi fokus utamanya tetap berada pada struktur dan fungsi kebahasaan
imperatif secara umum(Setyawan, 2021). Penelitian lain mengenai kalimat imperatif dalam Q.S.
Yusuf juga membahas makna perintah berdasarkan bentuk dan konteks ayat (Haikal et al.,
2021). Selanjutnya, penelitian mengenai lam al-amr membandingkan penggunaan bentuk
gramatikal tersebut dalam dua karya tafsir dengan perhatian pada aspek penerjemahan dan
pilihan leksikal (Nokman & Sapar, 2025).
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Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menjadikan
perbedaan pemaknaan mufasir lintas periode sebagai objek utama analisis, terutama dengan
membandingkan cara mufasir klasik dan kontemporer menentukan makna sebuah bentuk
imperatif yang sama. Dengan kata lain, persoalan yang belum cukup dijelaskan bukan lagi
apakah imperatif memiliki beragam makna, karena hal tersebut telah banyak dibuktikan,
melainkan bagaimana suatu bentuk imperatif yang sama ditafsirkan melalui perangkat
kebahasaan, konteks ayat, dan pertimbangan sosial yang berbeda sehingga menghasilkan
konsekuensi interpretatif yang berbeda. Di sinilah penelitian ini menempatkan celah kajiannya.

Atas dasar itu, penelitian ini mengambil Q.S. al-Nisa” [4]:3 sebagai studi kasus karena
ayat tersebut memuat bentuk imperatif fankihii yang berada dalam konteks persoalan anak
yatim, keadilan, dan perkawinan. Analisis tidak berhenti pada pertanyaan apakah fankihii
merupakan bentuk fi'l amr, tetapi dilanjutkan dengan menelusuri bagaimana al-Tabari dan Ibn
Kathir menjelaskan hubungan bentuk tersebut dengan konteks ayat, kemudian
membandingkannya dengan penafsiran kontemporer M. Quraish Shihab. Dengan demikian,
pergeseran interpretasi diuji melalui data tekstual dari masing-masing tafsir, bukan
diasumsikan berdasarkan klasifikasi “klasik” dan “kontemporer” semata.

Adapun novelty (kebaruan) dalam penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama,
penelitian ini tidak berhenti pada identifikasi bentuk dan ragam fungsi uslib al-amr, tetapi
menjadikan perubahan orientasi pemaknaan terhadap bentuk imperatif yang sama sebagai unit
analisis utama. Dengan demikian, penelitian membedakan antara bentuk gramatikal, makna
dasar, fungsi kontekstual, dan implikasi interpretatif suatu imperatif. Cara ini memungkinkan
penelitian menguji secara lebih terukur apakah perbedaan penafsiran benar-benar
menunjukkan pergeseran makna atau hanya merupakan variasi penjelasan terhadap makna
yang sama. Kedua, penelitian ini membandingkan secara langsung perangkat interpretatif yang
digunakan mufasir klasik dan kontemporer dalam menentukan makna imperatif. Analisis tidak
menggeneralisasi bahwa tafsir klasik selalu tekstual dan tafsir kontemporer selalu kontekstual,
tetapi menelusuri secara tekstual penggunaan siyaq, qarinah, analisis kebahasaan, riwayat,
konteks sosial, dan pertimbangan kemaslahatan dalam masing-masing tafsir. Dengan
demikian, perbedaan interpretasi dijelaskan berdasarkan alasan hermeneutis yang dapat
ditelusuri dari teks tafsir, bukan berdasarkan kategorisasi periode semata. Ketiga, penelitian ini
menawarkan model analisis yang mempertemukan kajian balaghah dan tafsir dengan cara
memetakan hubungan antara sighah al-amr, makna dasar, qarinah, konteks penafsiran, dan
implikasi makna. Melalui pemetaan tersebut, penelitian berupaya menunjukkan bahwa
dinamika interpretasi imperatif tidak selalu berupa perubahan dari “wajib” menjadi “tidak
wajib”, tetapi dapat berupa perubahan titik tekan, misalnya dari legitimasi hukum menuju
pembatasan kontekstual, dari tuntutan tindakan menuju pesan etis, atau sebaliknya. Dengan
demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam
pengembangan studi balaghah Al-Qur’an, serta kontribusi metodologis dalam penafsiran Al-
Qur’an.

B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan
(library research). Objek material penelitian adalah kalimat imperatif (uslab al-amr) dalam Al-
Qur’an, sedangkan objek formalnya adalah dinamika pemaknaan imperatif dalam penafsiran
klasik dan kontemporer. Penelitian ini menggunakan Q.S. al-Nisa" [4]:3 sebagai studi kasus
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utama, khususnya lafaz | 55838 (fankihii), karena bentuk tersebut merupakan fi‘l amr yang berada
dalam rangkaian konteks ayat mengenai anak yatim, keadilan, dan perkawinan. Pemilihan satu
ayat sebagai studi kasus dimaksudkan agar analisis terhadap perbedaan penafsiran dapat
dilakukan secara mendalam, bukan sekadar memetakan banyak ayat secara deskriptif.

Sumber data primer penelitian terdiri atas Al-Qur'an dan kitab tafsir yang dipilih
berdasarkan pertimbangan representasi periode dan karakter penafsirannya. Untuk tafsir
klasik digunakan Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ay al-Qur’an karya al-Tabari dan Tafsir al-Qur’an
al-’Azim karya Ibn Kathir. Untuk tafsir kontemporer digunakan Tafsir al-Mishbah karya M.
Quraish Shihab. Pemilihan sumber tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian
membutuhkan tafsir yang memberikan penjelasan terhadap lafaz, konteks ayat, serta implikasi
makna yang dapat dibandingkan secara langsung. Sebagai pembanding metodologis dan
kebahasaan digunakan literatur balighah, khususnya pembahasan usliib al-amr, serta artikel
jurnal yang membahas struktur, fungsi, dan makna imperatif dalam Al-Qur’an.

Metode penghimpunan data dilakukan dengan studi dokumentasi dengan beberapa
tahap. Pertama, mengidentifikasi bentuk imperatif pada ayat yang menjadi objek kajian. Kedua,
mencatat penjelasan mufasir terhadap lafaz fankihii beserta penjelasan mengenai konteks ayat
yang menyertainya. Ketiga, mengidentifikasi garinah atau indikator yang digunakan mufasir
dalam menentukan makna imperatif. Keempat, mencatat konsekuensi interpretatif dari
pemaknaan tersebut, terutama berkaitan dengan apakah imperatif dipahami sebagai tuntutan,
kebolehan, pembatasan, solusi sosial, atau pesan etis. Kelima, seluruh data dibandingkan
berdasarkan periode dan perangkat interpretatif yang digunakan oleh masing-masing mufasir.
Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Analisis deskriptif
digunakan untuk menjelaskan bentuk gramatikal fankihii, makna dasar amr, serta konteks Q.S.
al-Nisa’ [4]:3. Selanjutnya, analisis komparatif digunakan untuk mempertemukan penafsiran
al-Tabari, Ibn Kathir, dan M. Quraish Shihab pada unit analisis yang sama. Perbandingan
dilakukan berdasarkan empat indikator, yaitu: (1) makna dasar bentuk imperatif; (2) garinah
dan siyag yang digunakan; (3) fungsi atau tujuan komunikatif yang ditetapkan mufasir; dan (4)
implikasi normatif dan sosial dari penafsiran tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat dan Bentuk-bentuk Kalimat Imperatif (Amr)

Secara umum, kalimat imperatif atau amr dipahami sebagai perintah atau tuntutan untuk
melaksanakan suatu perbuatan. Namun, para ulama memberikan definisi yang lebih khusus
sesuai dengan kajian kebahasaan dan balaghah. Dalam kitab Jawahir al-Balaghah fi al-Ma’ani wa
al-Bayan wa al-Badi, al-Hasyimi mendefinisikan amr sebagai:

“Amr adalah tuntutan agar suatu perbuatan dilakukan oleh lawan tutur dari pihak yang lebih tinggi
kedudukan” (Al-Hasyimi, n.d.).

Meskipun demikian, pemahaman tersebut tidak selalu dapat diterapkan secara mutlak
dalam Al-Qur’an, sebab banyak bentuk amr yang tidak bermakna kewajiban. Oleh Karena itu,
pendekatan balaghah menjadi penting untuk melihat fungsi dan konteks penggunaan suatu
perintah, bukan hanya bentuk dan hukumnya. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa amr
dalam Al-Qur’an hadir dalam beberapa sighah atau bentuk yang beragam sesuai dengan tujuan
penggunaanya.

a. Fi‘il Amr
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Bentuk yang paling umum digunakan dalam menunjukkan perintah adalah fi‘il amr,
yaitu kata kerja yang secara langsung mengandung makna perintah. Dalam kajian balaghah,
bentuk ini dipandang sebagai bentuk dasar (sighah asliyyah) dalam penyampaian tuntutan.
Contoh “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”. Jika
ditelaah dari segi bentuknya,, makna perintah dapat dipahami secara langsung tanpa
memerlukan petunjuk lebih lanjut. Karena itu, sebagian ulama usiil figh menjadikannya sebagai
landasan utama dalam penetapan hukum (Ilham Maulana, 2025)

b. Fi‘il Mudhari’ dengan Lam al-Amr

Bentuk kedua adalah fi‘il mudhari’ yang didahului oleh lam al-amr. Secara asal, fi'il
mudhari’ menunjukkan makna waktu sekarang atau akan datang, tetapi ketika didahului oleh
huruf [am, maknanya berubah menjadi tuntutan atau perintah (Rofiq, 2024) Contohnya:

P (AR sz iz k= - o2y oz 4 T SN
15622 N3 Sl Al il e 1308 Ga B8 il 0 S5 ) )l 23
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka

anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”

Sesuai dengan kaidah bahasa Arab, fi'il mudari” menunjukkan makna yang berkaitan
dengan waktu yang akan datang, terlebih ketika didahului oleh lam al-amr yang juga berfungsi
sebagai penanda masa depan. Karena itu, bentuk perintah seperti ini umumnya mengarah pada
tuntutan terhadap suatu tindakan yang akan dilakukan kemudian. Lebih lanjut, bentuk ini
dianggap lebih halus dibandingkan penggunaan fiil amr secara langsung, karena biasanya
ditunjukkan melalui redaksi seperti “hendaklah”. Meskipun demikian, bentuk tersebut tetap
mengandung makna tuntutan atau perintah untuk melakukan suatu tindakan.

c. Isim Fi‘il Amr
Bentuk ketiga adalah isim fi'il amr, yaitu kata yang secara struktur bukan fi'il, tetapi
memiliki makna seperti fi‘il amr. Contohnya:

P 2 D . T, L s 2 ey ;;//a /ﬂ/?v
O 1S Ly I8 o S ) (384T 3] Jo o Si ¥ SliSCle Lk G T

“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat
kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka
Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”

Dalam kajian nahwu, bentuk ini tidak memiliki ciri-ciri seperti kata kerja pada
umumnya, tetapi secara fungsi tetap menunjukkan makna perintah. Hal ini memperlihatkan
bahwa dalam bahasa Arab, fungsi suatu kata tidak selalu ditentukan oleh bentuk gramatikalnya

semata. Oleh karena itu, kata r)i_:.:..\ r)i;\é disini bermakna ?‘)/\‘“b\ | 4o 5 yaitu “Tetaplah menjaga
diri kalian”.
d. Masdar sebagai Pengganti Fi‘il Amr

Bentuk lainnya adalah penggunaan masdar sebagai pengganti fi'il amr. Penggunaan
bentuk ini bertujuan untuk memberikan penekanan yang lebih kuat terhadap makna perintah
yang disampaikan (Mariyono, 2019). Contohnya:

S o7 K 2 15
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“Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka (lakukanlah) pemukulan
terhadap leher mereka.”

Dalam kajian balaghah, bentuk seperti ini dipahami memiliki penegasan yang lebih kuat
karena mampu menimbulkan efek retoris yang lebih mendalam, terutama dalam konteks
peperangan atau situasi yang menuntut tindakan cepat. Pada ungkapan tersebut, seolah-olah

terdapat fi‘il amr yang dihilangkan, yaitu |y |, sehingga makna perintah tetap dapat dipahami

meskipun tidak disebutkan secara langsung. Penghilangan fi'il ini justru memberikan kesan
yang lebih singkat, padat, dan kuat, sehingga perhatian pembaca lebih tertuju pada tindakan
yang diperintahkan.

e. Lafaz yang Mengandung Makna Perintah

Selain bentuk perintah secara langsung, Al-Qur’an juga menggunakan bentuk tidak
langsung untuk menunjukkan makna amr, salah satunya melalui penggunaan kata amr dalam
bentuk kalimat berita (kalam khabar). Meskipun secara struktur tampak sebagai
pemberitahuan, kandungan maknanya tetap menunjukkan adanya tuntutan atau perintah
untuk melakukan sesuatu. Contohnya:

~

QLA Bl 35 o S52G i &)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”

Dalam ayat tersebut, lafaz rf}’;\.} secara gramatikal berbentuk kalimat berita, tetapi secara
makna mengandung tuntutan yang harus dilaksanakan. Bentuk seperti ini menunjukkan
bahwa makna perintah dalam Al-Qur’an tidak selalu hadir melalui fi‘il amr secara langsung,
melainkan juga dapat disampaikan melalui gaya bahasa lain yang lebih halus namun tetap
memiliki kekuatan makna. Penggunaan bentuk kalam khabar dalam konteks ini juga
memberikan kesan penegasan bahwa perintah tersebut berasal langsung dari Allah Swt.,
sehingga memiliki otoritas yang kuat dalam pelaksanaannya (Rofiq, 2024). Dari berbagai bentuk
diatas dapat dipahami bahwa amr dalam Al-Quran tidak hanya hadir dalam satu pola
kebahasaan saja. Keragaman bentuk ini menunjukkan adanya kekayaan retoris dalam
penyampaian perintah, sehingga setiap bentuk dapat menghadirkan nuansa makna yang
berbeda sesuai dengan konteksnya. Oleh karena itu, sebelum membahas fungsi dan makna amr
lebih jauh, pemahaman terhadap definisi serta bentuk-bentuknya menjadi hal yang penting.
Sebab, perbedaan struktur bahasa sering kali memengaruhi cara suatu perintah dipahami
dalam sebuah ayat.

2. Makna dan Fungsi Kalimat Imperatif

Setelah memahami bentuk-bentuk amr, pembahasan selanjutnya diarahkan pada fungsi
dan makna yang dikandungnya dalam Al-Qur’an. Pada bagian ini perlu dipahami bahwa satu
bentuk perintah tidak selalu menunjukkan satu makna yang sama. Justru, salah satu
keistimewaan bahasa Al-Qur’an terletak pada keluasan maknanya, sehingga satu bentuk amr
dapat dipahami secara berbeda sesuai dengan konteks ayat dan tujuan penggunaannya. Dalam
kajian usiil figh, para ulama menetapkan sebuah kaidah yang cukup populer berkaitan dengan
makna dasar amr, yaitu

Ty 34 e gl Y1 3 oY)
“Pada asalnya, perintah menunjukkan hukum wajib selama tidak ada qarinah (indikator) yang
memalingkannya.”
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Kaidah tersebut menjelaskan bahwa setiap bentuk perintah dalam Al-Quran pada
awalnya dipahami sebagai tuntutan yang wajib dilaksanakan. Karena itu, para ulama sering
menjadikan amr sebagai dasar dalam penetapan hukum syariat. Namun, pemaknaan tersebut
tidak selalu bersifat mutlak. Dalam praktik penafsiran, makna wajib dapat berubah apabila
terdapat garinah atau indikator tertentu yang mengalihkan maknanya kepada anjuran,
kebolehan, bimbingan, ancaman, ataupun makna lainnya (A. Adillah Zahiyah Djaka et al.,
2024). Sebagai contoh dalam QS. al-Muzzammil ayat 10, kata uhjur merupakan bentuk amr dari
kata hajara yang berarti meninggalkan sesuatu karena adanya rasa tidak senang terhadapnya.
Dalam konteks ayat tersebut, Nabi Muhammad saw. diperintahkan meninggalkan gangguan
dan perlakuan buruk kaum musyrik Mekah hingga kemudian berhijrah ke Madinah. Namun,
perintah tersebut disertai dengan ungkapan hajran jamild, yaitu meninggalkan dengan cara yang
baik (Miswar, 2010). Oleh karena itu, bentuk amr pada ayat ini lebih menunjukkan makna
bimbingan (irsyad), yakni agar Nabi tetap bersikap lembut, sabar, dan tidak membalas
keburukan mereka dengan perlakuan yang serupa.

Dalam kajian balaghah, kalimat perintah (amr) tidak hanya dipahami sebagai tuntutan
untuk melakukan suatu tindakan, tetapi juga memiliki beragam fungsi dan makna yang
dipengaruhi oleh konteks (siyag) serta indikator (qarinah) yang menyertainya. Secara umum,
makna dasar amr adalah permintaan dari pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi kepada
pihak yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu (Emilda, 2023). Namun
dalam penggunaannya, terutama dalam Al-Quran makna amr tidak selalu menunjukkan
tuntutan secara literal. Dalam banyak kondisi, bentuk perintah justru digunakan untuk
menyampaikan fungsi-fungsi lain yang lebih bersifat pragmatis dan kontekstual sekaligus
menunjukkan bahwa bahasa Al-Qur’an memiliki kedalaman makna dan nilai retoris yang
tinggi. Diantara makna-makna lain dari uslub al-amr tersebut yaitu:

a. Ibahah (Kebolehan)
Pada fungsi ini, amr tidak menunjukkan makna kewajiban, melainkan kebolehan atau
izin untuk melakukan sesuatu. Contohnya terdapat dalam firman Allah Swt QS. al-Bagarah: 187

J,um 2529 L e N B S s 15001585

““Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu
fajar”.

Dalam ayat tersebut, perintah makan dan minum tidak bermakna wajib, tetapi
menunjukkan kebolehan setelah sebelumnya terdapat larangan atau pembatasan pada waktu
berpuasa. Ayat ini memperlihatkan bahwa bentuk amr dapat mengalami pergeseran makna
sesuai dengan konteks yang melatarbelakanginya.. Selain memiliki konteks hukum yang kuat,
ayat ini juga memperlihatkan secara jelas bagaimana makna amr dapat bergeser dari tuntutan
menjadi bentuk kebolehan sehingga mudah dipahami dalam analisis (Ferry Martedi ZA et al,,
2023).

b. Tuakhyir (Memberi Pilihan)

Amr dapat berfungsi memberi alternatif kepada lawan tutur. Contohnya dalam QS. al-
Kahfi: 29

L ~ 4 ~ ‘L_"} Fa A
B g bl s 3 K HI g
“Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman)
hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir"”.
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Secara bentuk, lafaz u’/‘}ﬂ; dan J:S\ZL; termasuk fi‘il amr. Namun, dalam kajian balaghah

dan wusil figh, perintah tersebut tidak dipahami sebagai kewajiban, melainkan menunjukkan
makna pilihan tanpa adanya paksaan. Ayat ini dipilih karena secara jelas memperlihatkan
bahwa bentuk amr dapat digunakan untuk memberikan kebebasan memilih. Meski demikian,
kebebasan tersebut bukan berarti Allah meridhai kekafiran. Hal ini tampak dari lanjutan ayat:

512 g BT 156 sl B2l )
“Sesungguhnya Kami telah menyediakan bagi orang-orang zalim neraka yang gejolaknya mengepung
mereka.”

Ancaman tersebut sekaligus menjadi garinah bahwa pilihan dalam ayat itu bukanlah
kebebasan tanpa konsekuensi, melainkan mengandung unsur peringatan dan ancaman.
Karena itu, sebagian ulama balaghah memahami bentuk amr seperti ini sebagai tahdid
(ancaman).

c. Tahdid (Ancaman)

Pada fungsi ini, amr digunakan bukan untuk memberikan perintah secara nyata,
melainkan sebagai bentuk ancaman (tahdid). Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah Swt.
QS. Fussilat: 40

B SIPISPn
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“Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda (kebesaran) Kami, (mereka) tidak
tersembunyi dari Kami. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka itu lebih baik ataukah
yang datang pada hari Kiamat dengan aman sentosa? Lakukanlah apa yang kamu kehendaki!

Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Kalimat perintah dalam ayat tersebut adalah i‘malii ma shi’tum (lakukanlah apa yang kamu
kehendaki) yang berbentuk fi‘il amr. Penuturnya adalah Allah Swt., sedangkan yang menjadi
sasaran tuturan adalah orang-orang kafir. Akan tetapi, perintah disini tidak dimaksudkan
sebagai izin untuk bertindak sesuka hati. Dalam konteks ayat tersebut, Allah Swt. sedang
berbicara kepada orang-orang yang mengingkari ayat-ayat-Nya, sehingga makna perintah itu
justru mengandung ancaman agar mereka berhenti dan peringatan terhadap akibat dari
perbuatan mereka (Setyawan, 2021). Ungkapan tersebut menunjukkan kemurkaan Allah Swt.,
seolah-olah mereka dibiarkan terus melakukan perbuatan mereka, tetapi pada akhirnya akan
menghadapi konsekuensi berupa azab yang lebih berat.

d. Ta’jiz (Melemahkan)
Kalimat perintah dapat bermakna ta’jiz (pelemahan) ketika perintah tersebut ditujukan
pada sesuatu yang mustahil atau sangat sulit dilakukan oleh lawan bicara. Bentuk ini
digunakan untuk memperlihatkan ketidakmampuan pihak yang merasa memiliki kekuatan

atau kemampuan, padahal pada kenyataannya mereka tidak mampu melakukannya
(Nokman & Sapar, 2025). Hal ini tampak dalam firman Allah Swt. pada QS. al-Baqarah: 23
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4 ) 4 &e z v 2
o 8 51 A 033 53 ST 133 i sy BB Bt e 5 @5 388 01
“Dan jika kamu ragu terhadap (Al-Qur'an) yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad),
maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu
orang-orang yang benar.”
Perlu dipahami bahwa perintah dalam ayat tersebut bukan dimaksudkan sebagai
kewajiban untuk benar-benar membuat satu surah yang serupa dengan Al-Qur’an, melainkan

sebagai bentuk tantangan untuk menunjukkan kelemahan mereka. Dengan demikian, ayat itu
menegaskan bahwa manusia tidak akan mampu menandingi keindahan dan kemukjizatan Al-
Qur’an, sekalipun telah berusaha dengan sungguh-sungguh.

e. Du’a (Doa)
Kalimat perintah bermakna doa apabila berasal dari pihak rendah kepada zat yang
lebih tinggi yaitu Allah swt. Contohnya doa Nabi Musa dalam QS. Thaha: 25 sebagai berikut:

J‘*‘ - f))JJ»b @ Jfﬁw duuf’&‘ﬁ’b @ 5f‘Jﬂ; & &)MJ@M N

N

& ;{Z\JS 1 @ @J\m.u\ J-\ Sih @
"“25. Dia (Musa) berkata, “Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, 26. mudahkanlah untukku urusanku,
27. dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku 28. agar mereka mengerti perkataanku. 29. Jadikanlah
untukku seorang penolong dari keluargaku, 30. (yaitu) Harun, saudaraku. 31. Teguhkanlah kekuatanku
dengannya, 32. dan sertakan dia dalam urusanku (kenabian).”

Pada ayat tersebut terdapat beberapa bentuk amr yang pada hakikatnya tidak
bermakna perintah secara literal, melainkan menunjukkan sikap ketundukan dan
permohonan kepada Allah Swt. Hal ini karena tidak ada satu pun makhluk yang memiliki
kedudukan untuk memerintah Allah Swt. Selain itu, pengulangan struktur doa dalam ayat
tersebut semakin menegaskan bahwa bentuk amr dalam konteks tertentu dapat berfungsi
sebagai ungkapan penghambaan, harapan, dan permintaan kepada Allah, bukan sebagai
perintah dalam arti sebenarnya.

f.  Iltimas (Permintaan)
Bentuk amr juga dapat bermakna iltimas, yaitu perintah atau ajakan yang digunakan
antara pihak-pihak yang memiliki kedudukan setara. Contohnya terdapat dalam QS. al-
Qalam: 22 pada kisah Ashab al-Jannah, ketika mereka saling berkata:

& G B3 Sus e 1) ol
“Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil.”

Pada ayat tersebut, bentuk perintah tidak menunjukkan tuntutan dari pihak yang lebih
tinggi kepada yang lebih rendah, melainkan berupa ajakan atau kesepakatan di antara sesama
mereka.” Contoh tersebut dipilih karena menunjukkan bahwa bentuk amr dalam Al-Qur’an
tidak selalu digunakan dalam hubungan vertikal antara pihak yang lebih tinggi dan lebih
rendah tetapi juga dalam bentuk komunikasi horizontal(Abu-hassoub, 2022).

g. Irsyad (Nasihat dan Bimbingan)
Terkadang suatu perintah tidak dimaksudkan sebagai kewajiban hukum semata, tetapi
sebagai nasihat, bimbingan, maupun pengarahan. Contohnya dalam QS. Lugman: 17
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“Wahai anakku, teqakkanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka)
dari yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian
itu termasuk urusan yang (harus) diutamakan.”

Bentuk ini merupakan fi'il amr, namun tidak dimaksudkan sebagai perintah yang
memaksa, melainkan sebagai nasihat seorang ayah kepada anaknya. Contoh ini dipilih karena
menunjukkan penggunaan amr dalam konteks pendidikan, sehingga bentuk amr tersebut
memiliki nuansa bimbingan moral. Selain itu, ayat ini sangat relevan karena mengandung
unsur kelembutan, sehingga memperjelas bahwa amr dapat berfungsi sebagai bimbingan,
bukan sekadar tuntutan hukum.

3. Relasi Konteks dan Makna dalam Kalimat Imperatif

Dalam pembahasan ini, konteks dapat dipahami sebagai segala hal yang menyertai
suatu ayat, baik yang berkaitan dengan teks itu sendiri maupun keadaan di luar teks. Dalam
kajian tafsir, hal tersebut dikenal dengan istilah siyaq al-kalam, yaitu keterkaitan makna yang
terbentuk dari hubungan antar kalimat atau antar ayat (Maulana, 2019). Salah satu bentuk
konteks yang paling penting adalah keterkaitan antara suatu ayat dengan ayat sebelum
maupun sesudahnya. Dalam banyak keadaan, makna sebuah perintah tidak dapat dipahami
secara utuh apabila dilepaskan dari rangkaian ayat yang mengiringinya, karena hubungan
antar ayat sering kali menjadi petunjuk utama dalam menentukan maksud suatu perintah
(Alifia Nur Rizkilah & Bashori Bashori, 2025). Misalnya, suatu perintah yang muncul setelah
adanya larangan sering kali tidak lagi menunjukkan makna wajib, melainkan suatu
kebolehan. Sebagai contoh dapat dilihat dalam firman Allah swt:

ol 2lls 156
“Maka apabila kamu telah selesai (ihvam), berburu lah.”.

Secara gramatikal, lafaz \jSU*ML; berbentuk fi'il amr. Namun, karena perintah tersebut

datang setelah adanya larangan berburu ketika ihram, para ulama banyak memahaminya
sebagai bentuk ibahah (kebolehan), bukan kewajiban. Contoh ini menunjukkan bahwa konteks
ayat memiliki peran penting dalam menentukan makna suatu perintah dalam Al-Qur’an.
Selain itu, pemahaman terhadap asbab al-nuziil juga memiliki peran penting dalam
menafsirkan suatu perintah. Informasi mengenai latar belakang turunnya ayat, baik berupa
kondisi sosial, peristiwa tertentu, maupun pertanyaan yang muncul pada saat itu, sering kali
membantu menjelaskan maksud dan tujuan dari perintah yang disampaikan dalam Al-Qur’an
(Kurniyatillah et al., 2023). Di samping itu, para ulama juga menggunakan konsep garinah,
yaitu indikator yang membantu menentukan makna suatu lafaz. Qarinah dapat berupa
susunan kata dalam ayat, keterkaitan dengan ayat lain, maupun pemahaman yang telah
berkembang dalam tradisi keilmuan Islam. Kehadiran garinah inilah yang sering
menyebabkan makna amr bergeser dari kewajiban menjadi anjuran, kebolehan, atau makna
lainnya. Salah satu contohnya terdapat pada ungkapan ya bunayya (“wahai anakku”) dalam
QS. Lugman, yang menunjukkan suasana nasihat penuh kasih sayang, sehingga bentuk
perintah dalam ayat tersebut lebih dipahami sebagai bimbingan dan nasihat, bukan instruksi
yang bersifat keras sebagaimana dalam konteks hukum atau peperangan.

Perbedaan dalam memahami konteks dan garinah inilah yang kemudian melahirkan
beragam penafsiran di kalangan mufasir. Sebagian ulama memahami suatu bentuk amr
sebagai kewajiban karena tidak menemukan indikator yang memalingkan maknanya,
sedangkan ulama lain melihat adanya petunjuk tertentu yang menunjukkan bahwa perintah
tersebut tidak bersifat mengikat. Selanjutnya, perbedaan penafsiran terhadap amr sering kali
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tidak hanya dipengaruhi oleh bentuk bahasanya, tetapi juga oleh cara memahami konteks dan
indikator yang menyertainya (Abd. Mugit, 2023). Dengan demikian, konteks dapat dikatakan
sebagai unsur yang paling menentukan dalam memahami makna amr. Bentuk bahasa
memang memberikan kemungkinan makna dan kaidah menjadi pedoman dasarnya, tetapi
kontekslah yang menentukan arah pemahaman yang paling sesuai.

4. Analisis makna imperatif QS. An-Nisa’ [4]: 3
31 33158 s W s 56 g E085 3 Tl 5 S0 B e 155836 il 3 Gl N1 s 31
& 5 G o s, PR
15 Y 331 Al Syl ESLa
“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana
kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan

tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya
perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.

Salah satu bentuk imperatif yang dapat digunakan untuk melihat dinamika
pemaknaan dalam Al-Quran terdapat pada Q.S. al-Nisa’ [4]:3 melalui lafaz 1536 (fankihii).
Secara gramatikal, fankihii merupakan fi’l al-amr yang berasal dari kata nakaha—yankihu—
nikahan (>8—pSe—SS). Secara dasar, bentuk tersebut menunjukkan tuntutan untuk
melakukan suatu perbuatan, yaitu menikah. Akan tetapi, bentuk gramatikal tersebut belum
dapat secara otomatis menentukan fungsi maknanya. Dalam kajian wuslib al-amr, bentuk
imperatif dapat memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan siyiq dan qarinah yang
menyertainya. Oleh karena itu, pemaknaan terhadap fankihti perlu dilihat dalam
keseluruhan struktur ayat, terutama hubungan antara perintah tersebut dengan persoalan
keadilan terhadap anak yatim dan pembatasan kepada satu istri apabila dikhawatirkan tidak
mampu berlaku adil (Dahlan Thalib, 2021).

Konteks ayat menunjukkan bahwa lafaz fankihii tidak berdiri sebagai perintah yang
terpisah. Ayat diawali dengan ungkapan Gl § b Ji (&= 015 (wa in khiftum alld tugsitii fi
al-yatamad), kemudian dilanjutkan dengan Wil e &5 SUS W 193836 (fankihii ma taba lakum min
al-nis@’), dan setelah itu kembali diberikan batasan melalui ungkapan 3ix133 |siass i adhs o6
(fa in khiftum alla ta‘dilu fawahidah). Susunan tersebut menunjukkan bahwa perintah menikah
berada dalam rangkaian persoalan keadilan (Al-Tabari, 1999). Dengan demikian, fankihi
tidak tepat dianalisis hanya berdasarkan bentuk fi’l al-amr, tetapi harus dipahami melalui
hubungan sintaksis dan semantisnya dengan bagian-bagian lain dalam ayat.

Dalam Jami’ al-Bayan ‘an Ta'wil Ay al-Qur’an, al-Tabari memberikan perhatian
terhadap hubungan antara perintah menikah dengan persoalan anak yatim. Ia
mengemukakan sejumlah riwayat dan pendapat mengenai maksud ayat tersebut. Salah satu
penjelasan yang dikemukakannya menyatakan bahwa apabila para wali khawatir tidak
mampu memberikan mahar secara adil kepada perempuan yatim yang berada dalam
perwaliannya, maka mereka diarahkan untuk menikahi perempuan lain yang dihalalkan
bagi mereka. Dengan demikian menurut penafsiran ini, perintah fankihii muncul dalam
konteks upaya menghindarkan wali dari tindakan tidak adil terhadap perempuan yatim (Al-
Tabari, 1999).

Penafsiran al-Tabari menjadi penting bagi penelitian ini karena menunjukkan bahwa
bentuk fankihii tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks yang melingkupinya. Ia
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fankihii ma taba lakum min al-nisi’ adalah
menikahi perempuan yang halal, dengan jumlah yang disebutkan dalam ayat. Pada bagian
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akhir penafsirannya terhadap ayat tersebut, al-Tabari juga menjelaskan bahwa apabila
seseorang khawatir tidak mampu berlaku adil dalam menikahi dua, tiga, atau empat
perempuan, maka ia mencukupkan diri dengan satu. Ia menghubungkan ungkapan an la
ta’tlt dengan makna tidak berbuat zalim atau tidak menyimpang dari keadilan (Al-Tabari,
1999). Dengan demikian, perhatian al-Tabari tidak hanya tertuju pada bentuk perintah
fankihii, tetapi juga pada konsekuensi yang muncul apabila prinsip keadilan tidak dapat
dipenuhi.

Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan fi‘l al-amr tidak dengan
sendirinya menunjukkan makna wajib dalam setiap konteks. Dalam kasus fankihii, fungsi
bentuk imperatif harus dilihat bersama qarinah yang terdapat dalam ayat. Hal ini sejalan
dengan kajian mengenai usltib al-amr yang menjelaskan bahwa bentuk imperatif dalam
bahasa Arab pada dasarnya memiliki makna tuntutan melakukan suatu perbuatan, tetapi
dapat mengalami perubahan fungsi sesuai konteks kebahasaan dan petunjuk yang
menyertainya. Dengan demikian, analisis fankihii memberikan contoh konkret bahwa kajian
terhadap imperatif Al-Qur’an perlu bergerak dari identifikasi bentuk menuju analisis fungsi
dan konteks (Dahlan Thalib, 2021).

Penafsiran Ibn Kathir menunjukkan kesinambungan yang cukup kuat dengan
penafsiran al-Tabari. Dalam Tafsir al-Qur’an al-’Azim, Ibn Kathir menjelaskan bahwa apabila
seorang wali memiliki perempuan yatim dalam perwaliannya dan khawatir tidak mampu
memberikan mahar yang sesuai atau berlaku adil kepadanya, maka ia diarahkan untuk
menikahi perempuan lain. Ibn Kathir kemudian menjelaskan bahwa perempuan yang lain
tersebut dapat dinikahi dua, tiga, atau empat, sedangkan pembatasan kepada satu berlaku
ketika seseorang khawatir tidak mampu berlaku adil (Ibn Kathir, 1999).

Ibn Kathir juga menjelaskan bahwa penyebutan dua, tiga, dan empat menunjukkan
kebolehan jumlah tersebut dan tidak berarti bahwa seorang laki-laki diperbolehkan
menikahi perempuan tanpa batas. Ia menghubungkan pemahaman tersebut dengan hadis
Nabi dan pendapat para ulama mengenai batas maksimal empat istri. Dalam konteks
penelitian ini, hal yang penting bukan hanya kesimpulan hukum tersebut, melainkan cara
Ibn Kathir memahami fankihai sebagai bagian dari struktur ayat yang mengatur persoalan
perkawinan sekaligus memberikan pembatasan berdasarkan kemampuan berlaku adil (Ibn
Kathir, 1999).

Jika dibandingkan dengan al-Tabari, penafsiran Ibn Kathir menunjukkan adanya
kesinambungan dalam memahami konteks fankihi. Keduanya tidak menjadikan lafaz
tersebut sebagai perintah mutlak yang berdiri sendiri, melainkan menghubungkannya
dengan persoalan anak yatim, jumlah istri, dan keadilan. Oleh sebab itu, pada tahap ini
belum dapat dikatakan terjadi pergeseran makna antara kedua mufasir klasik tersebut. Yang
terlihat justru adalah kesinambungan orientasi interpretatif, yaitu pemahaman terhadap
bentuk imperatif melalui konteks ayat dan batasan keadilan yang terdapat di dalamnya

Berbeda dalam titik tekan, M. Quraish Shihab melalui Tafsir al-Mishbah memberikan
perhatian yang lebih besar terhadap pesan sosial dan tujuan moral yang terkandung dalam
struktur ayat. Dalam penjelasannya terhadap Q.S. al-Nisa’ [4]:3, Quraish Shihab
menghubungkan persoalan poligami dengan perlindungan terhadap perempuan dan
tuntutan keadilan. Penafsiran tersebut memperlihatkan bahwa penyebutan dua, tiga, atau
empat tidak dapat dipisahkan dari syarat kemampuan berlaku adil. Pembacaan terhadap
fankihii bergerak lebih jauh pada persoalan implikasi sosial dari ayat. Fokus penafsiran tidak
berhenti pada pertanyaan mengenai berapa jumlah perempuan yang boleh dinikahi, tetapi
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juga diarahkan pada pertanyaan mengenai kondisi yang memungkinkan ketentuan tersebut
diterapkan secara adil. Quraish Shihab menempatkan keadilan sebagai syarat yang sangat
penting dalam persoalan poligami dan menjelaskan bahwa apabila kekhawatiran terhadap
ketidakadilan muncul, pilihan untuk mencukupkan diri dengan seorang istri menjadi jalan
yang lebih dekat dengan tujuan ayat (Shihab, 2002). Dengan demikian, fankihi tidak
diposisikan sebagai perintah yang berdiri sendiri untuk memperbanyak perkawinan, tetapi
dipahami dalam rangkaian pembicaraan ayat mengenai keadilan dan perlindungan
terhadap pihak yang rentan.

Apabila penafsiran al-Tabari, Ibn Kathir, dan Quraish Shihab dibandingkan, terlihat
bahwa ketiganya tidak memberikan perubahan terhadap bentuk dasar fankihii. Kata tersebut
tetap dipahami sebagai bentuk fi’l al-amr yang berkaitan dengan perintah untuk menikah.
Perbedaannya terletak pada titik tekan penafsiran. Al-Tabart menonjolkan hubungan antara
perintah tersebut dengan persoalan anak yatim dan keadilan, kemudian Ibn Kathir
mempertahankan penjelasan tersebut sekaligus menguraikan batas jumlah istri berdasarkan
riwayat dan penjelasan hukum, sedangkan Quraish Shihab memberikan penekanan yang
lebih kuat terhadap dimensi keadilan dan implikasi sosial dari ketentuan tersebut.

Dalam konteks tersebut, tafsir kontemporer Quraish Shihab tidak dapat diposisikan
sebagai tafsir yang sepenuhnya meninggalkan penafsiran klasik. Sebaliknya, terdapat
kesinambungan antara keduanya. Persoalan keadilan telah menjadi bagian dari penafsiran
al-Tabari dan Ibn Kathir, sementara Quraish Shihab memberikan penekanan lebih luas
terhadap konsekuensi sosial dan moral dari prinsip tersebut. Dengan demikian, dinamika
yang terjadi bukan berupa pemutusan antara tafsir klasik dan kontemporer, melainkan
perubahan dalam aksentuasi interpretatif.

Adanya perbandingan tersebut menunjukkan bahwa istilah “pergeseran makna”
perlu digunakan secara hati-hati. Menurut penulis, hal tersebut tidak menunjukkan bahwa
makna leksikal “fankihii” mengalami perubahan dari “menikahlah” menjadi makna lain yang
sama sekali berbeda. Bahkan, unsur kebolehan menikah dengan dua, tiga, atau empat
perempuan serta pembatasan berdasarkan keadilan telah ditemukan dalam tafsir klasik.
Karena itu, temuan yang lebih kuat secara metodologis adalah adanya pergeseran orientasi
interpretatif, bukan perubahan makna leksikal. Pergeseran tersebut terlihat pada perubahan
titik tekan ketika mufasir menjelaskan fungsi dan implikasi dari bentuk imperatif yang sama.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa pemaknaan
imperatif fankihii memperlihatkan adanya dinamika pada tingkat fungsi dan orientasi
penafsiran. Pada tingkat bentuk, tidak terjadi perubahan karena lafaz tersebut tetap
merupakan fi‘l al-amr. Pada tingkat makna dasar, tidak ditemukan perubahan yang
signifikan karena fankihii tetap berkaitan dengan tindakan menikah. Namun, pada tingkat
fungsi interpretatif dan implikasi, terdapat perbedaan penekanan antara para mufasir. Al-
Tabari dan Ibn Kathir menempatkan fankihii dalam konteks penyelesaian persoalan anak
yatim dan keadilan dalam perkawinan, sedangkan Quraish Shihab lebih menonjolkan
konsekuensi sosial dan moral dari prinsip keadilan tersebut

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kajian mengenai
dinamika makna imperatif Al-Quran tidak cukup dilakukan dengan mengidentifikasi
bentuk fi'l al-amr dan memberikan arti “perintah”. Analisis perlu memperhatikan siyag,
garinah, hubungan antarklausa dalam ayat, penjelasan mufasir, serta implikasi yang
dihasilkan dari penafsiran tersebut. Dengan pendekatan demikian, penelitian dapat
membedakan secara lebih jelas antara perubahan makna, variasi penafsiran, dan pergeseran
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orientasi interpretatif. Dalam kasus fankihii, bukti yang tersedia lebih kuat untuk
menunjukkan adanya dinamika atau pergeseran orientasi interpretatif, sementara makna
leksikal dan bentuk gramatikalnya tetap memiliki kesinambungan dari tafsir klasik hingga
kontemporer.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pemaknaan imperatif dalam Al-Quran tidak dapat
ditentukan hanya melalui bentuk gramatikalnya, tetapi perlu dianalisis dengan
memperhatikan konteks ayat (siyaq), petunjuk yang menyertainya (qarinah), serta penjelasan
para mufasir. Hal ini terlihat pada lafaz fankihii dalam Q.S. al-Nisa’ [4]:3 yang secara
gramatikal berbentuk fi’l al-amr dan berkaitan dengan perintah menikah. Namun, fungsi dan
implikasi bentuk imperatif tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah dari pembicaraan
mengenai perlindungan terhadap anak yatim, batas jumlah istri, dan tuntutan berlaku adil
dalam perkawinan.

Perbandingan penafsiran al-Tabari, Ibn Kathir, dan M. Quraish Shihab menunjukkan
adanya kesinambungan sekaligus perbedaan dalam orientasi penafsiran. Al-Tabari
menghubungkan lafaz fankihii dengan persoalan anak yatim dan keadilan, sedangkan Ibn
Kathir mempertahankan hubungan tersebut dengan memberikan penjelasan lebih lanjut
mengenai batas jumlah istri berdasarkan riwayat dan penjelasan hukum. Sementara itu,
Quraish Shihab memberikan penekanan yang lebih kuat terhadap dimensi sosial dan moral
dari prinsip keadilan. Perbedaan tersebut tidak menunjukkan bahwa mufasir kontemporer
sepenuhnya meninggalkan penafsiran klasik, melainkan memperlihatkan adanya perbedaan
titik tekan dalam memahami dan menjelaskan implikasi ayat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak menyatakan bahwa makna leksikal fankihii
mengalami perubahan secara mendasar dari tafsir klasik ke tafsir kontemporer. Temuan
yang lebih tepat adalah adanya dinamika atau pergeseran orientasi interpretatif, terutama
dalam penekanan terhadap fungsi dan implikasi sosial dari bentuk imperatif. Temuan ini
sekaligus menunjukkan bahwa perbedaan penafsiran tidak selalu dapat disebut sebagai
pergeseran makna. Penetapan adanya pergeseran harus didasarkan pada perbandingan
yang jelas terhadap bentuk gramatikal, makna dasar, siyag, garinah, fungsi komunikatif, dan
implikasi yang ditarik oleh masing-masing mufasir.

Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kebahasaan dan komparatif
dalam mengkaji imperatif Al-Qur’an. Melalui pendekatan tersebut, hubungan antara bentuk
perintah dan fungsi maknanya dapat dijelaskan secara lebih cermat tanpa menyederhanakan
perbedaan antara tafsir klasik dan kontemporer. Oleh karena itu, kajian lanjutan dapat
dilakukan terhadap bentuk-bentuk imperatif pada ayat lain untuk mengetahui apakah
dinamika yang ditemukan dalam Q.S. al-Nisa’ [4]:3 juga muncul dalam konteks yang
berbeda. Dengan demikian, penelitian mengenai imperatif tidak hanya berkontribusi pada
kajian struktur bahasa Al-Qur’an, tetapi juga pada pemahaman mengenai cara konteks dan
orientasi penafsiran memengaruhi penjelasan makna ayat.
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